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ABSTRAK

Izzuddin Arridlo. 2017, SKRIPSI. Judul: “ Tranparansi Pelaporan Informasi
Keuangan dan Non Keuangan Dengan Internet Financial
Reporting Berbasis Website Pada Lembaga Pemerintah Desa Di
Jawa Timur “

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Kata Kunci : Website, Pelaporan Keuangan

Perkembangan terbesar di bidang teknologi informasi dan komunikasi
adalah internet. Dengan internet desa dapat memanfaatkannya untuk menyebarkan
informasi positif tentang pembangungan desa kepada masyarakat ataupun pihak-
pihak lain yang ingin mengetahui tentang pembangunan desa, dalam penyebaran
informasi keuangan maupun non keuangan desa. Melalui website, desa dapat
menyajikan informasi seperti pelaporan keuangan desa secara lebih update.
Pelaporan keuangan yang terdiri dari informasi yang bersifat keuangan dan non
keuangan merupakan sumber informasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat
ataupun pihak lain yang berkepentingan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif tujuannya
adalah untuk mengetahui pelaporan informasi keuangan dan non keuangan berbasis
website pada lembaga pemerintah desa. Obyek penelitian pada lembaga pemerintah
desa yang ada di jawa timur namun hanya terbatas pada desa yang ada di 3
kabupaten yang menerima ADD (Alokasi Dana Desa) terbesar di jawa timur. Data
dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi. Analisa datanya melalui 5 tahap:
Ketersediaan Website, laporan keuangan, informasi berita, manfaat teknologi
website dan perspektif keislaman.

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa sebagian besar pada lembaga pemerintah
desa tidak memiliki website sehingga banyak lembaga pemerintah desa yang tidak
memberikan infomasi keuangan maupun informasi non keuangan. Didapatkan 139
lembaga pemerintah desa yang memiliki website dari 1.235 data lembaga pemerintah desa
yang dijadikan obyek penelitian dengan rincian sebagai berikut: Kabupaten Lamongan 31
(6,709%), Kabupaten Bojonegoro 64 (16,202%), Kabupaten Malang 44 (11,640%).
Seharusnya pemerintah desa lebih menekankan keterbukaan informasi agar bisa
menghindari terjadinya kesalah pahaman antara masyarakat dengan pemerintah
dengan yang telah menggunakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat.
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ABSTRACT

‘lzzuddin Arridlo. 2017, THESIS. Title: " Transparency Financial and Non
Financial ~ Reporting Information  With Internet  Financial  Reporting
Based Websites at Village Government Institutions In East Java "

Counselor : Sri Andriani, SE., M. Si

Keywords : Website, Financial Reporting

The biggest development in the field of information and communication
technology is the internet. With the internet, village can be utilized to spread
the village's positive information about village development to the community or
other parts who want to know about village development, in the dissemination of
financial and non-financial information. Through the website, villages can present
information such as village finance reporting in more updates. Financial reporting
consisting of financial and non financial information is a source of information that
Is needed by the community or other interested parts.

This research uses a descriptive qualitative approach that has the aim to
know the reporting of financial and non-financial information based on website at
village government institution. The researcher 's object in the village government
institution is in East Java but only limited to the village in the 3 districts that receive
the largest ADD (Village Fund Allocation) in East Java. Data was collected by
observation and documentation. Analysis of the data through 5stages: Website
availability, financial report, news information, the benefits of website technology,
and Islamic perspective.

From this research, it can be seen that most of the village government
institutions do not have website. So, many village government institutions do not
provide financial or non-financial information. There were 139 village government
institutions which have website of 1,235 data from village government institutions
used as research objects with details as follows: Lamongan 31 (6.709% ),
Bojonegoro 64 ( 16.202% ), Malang Regency 44 (11,640% ). Village government
should emphasize the disclosure of informationin  order to avoid
misunderstandings between the community and the government that has used the
budget given by the central government.

XVi

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



boghll pb g 3ga Slaghall B ABLED e posll L el Codl LY VY L 2 iy
A8 ol Bl LS Rwie G aBlghl plal o Byl B3gad) AL
grwesiy L}LO.AJT S 10N

Bpasidl i ¢ a3kl il SladS

3ell 8l adgll 8l s oVLaYly Sleglal) 4o oS J12 3 e ST
Gl Y i o el ) A 2 e B Y] Baghel) jlas 4 a) adazas 3572))
(i) Al Ao Jb 3l B3 gidl pb g a3 sadl Raglall [Lawl (3 (i, dl dads Bym OF Uy
Baghall gn Cpad ] oS do9dd) 8 Olondll Bgad) AT Raglell o5 4 A
it 6V A ol sl oled ) Raglall jaas ge B3shd) p daghell g 25,50

28 Roglally 250200 Loglal) 5 B dogll ASU e pusiiey Gl Vs
EWICE RSO0 - CPNI R VSOV I -1 PR S 0 B PRI SO W P B2
Bl Ao pST fizes @) U O @ 2l spae (SO A82) ol a8 B
aibll Sl s addss damde Wikl UL 28,20 ol @ (ADD)
asbaiag BaBlsll Aemgl Sl BB Gl VI daglan iasill 1B (@Bl by skl dus
Ay

Besgn o S O3] caBll) GUE Y 3y 3l 20 g S G o Jome O g i n e
Bewde VYA Sla B3gad) e Slaglall 5 3580 Sleglall Jaws Y ) 280 26 SH
ailace 1 bLeS Jolidly (a3l SE Y ol plisins G BLI VYT o 23 0 S
£f =Vl aibu (YoY% V1) Nt Llers diku (V2220 (1) YV 0L
G el ey el (SO laslall a3lsl) 28 S e o g (%) Ven e )
LIV B S e A3l plisis g Ae S B g g ezt

XVii



BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaporan keuangan adalah segala aspek yang berkaitan dengan
penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain
lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari
pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan
yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum atau Generally
Accepted Accounting Principles/ GAAP). Selanjutnya pelaporan keuangan untuk
pemerintah telah diatur dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2003 dimana
undang-undang tersebut mengatur tentang Keuangan Negara. Undang-undang
tersebut mewajibkan untuk setiap pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda)
untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN dan APBD. Laporan keuangan tersebut harus diaudit olen Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) agar bisa dinilai kebenaran dan keandalan dari informasi terkait
dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan berjalannya
kedua proses tersebut maka diharapkan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah
dapat lebih dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan Pedoman Umum Good Public
Governance (GPG), selain akuntabilitas, transparansi juga merupakan salah satu

asas yang harus dipenuhi demi terwujudnya GPG.


http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_modal
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_profesi

Dengan demikian, salah satu langkah untuk mewujudkan GPG maka
Pemda harus menyediakan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh
para pihak yang berkepentingan, baik pemerintah pusat, masyarakat maupun pihak
lain. Asas transparansi ini juga sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dimana salah satu informasi
yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pemda sebagai badan
publik adalah informasi mengenai laporan keuangan. Untuk mewujudkan
pemerintahan baik yang baik GPG pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah harus melakukan transparansi terhadap segala informasi yang
ada pada pemerintah tersebut baik itu masalah transparansi keuagan maupun yang
lainnya.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik tersebut akan menjadi dasar untuk pemerintah baik
itu pemerintah pusat atau daerah untuk melakukan transparansi. Dengan
dikeluarkannya UU tersebut transparansi informasi pemerintah mulai menjadi
perhatian dimana UU tersebut menyebutkan bahwa setiap informasi publik harus
bersifat terbuka, serta dapat diakses oleh pengguna secara cepat, tepat waktu, biaya
ringan, dan cara yang sederhana. Suatu pemerintah daerah (pemda) yang transparan
harus mampu menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat dan pengguna lainnya. Salah satu bentuk transparansi yang dapat
dilakukan oleh pemda adalah dengan mempublikasikan laporan keuangan melalui
internet. Publikasi laporan keuangan melalui internet merupakan salah satu bentuk

pengungkapan secara sukarela (voluntary disclosure). Dengan memanfaatkan



perkembangan zaman dan teknologi informasi (TI) pemerintah akan semakin
mudah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan.

Perkembangan teknologi informasi (TI) semakin hari semakin
berkembang pesat sehingga mengakibatkan perubahana yang cukup signifikan.
Banyak aspek seperti perushaan, dan pemerintahan dari desa sampai kota saling
belomba-lomba dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi
informasi. Salah satu hal yang dilakukan oleh perusahaan ataupun pemerintahan
adalah mengubah sistem yang ada tersebut dari sistem manual menjadi sistem
komputerisasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi “internet” perusahaan
maupun pemerintah dapat melakukan transparansi informasi dengan sangat mudah
dan juga dapat menghemat banyak biaya

Teknologi informasi “Internet” adalah sebuah jaringan komputer yang
saling terhubung dengan menggunakan suatu sistem standar global transmission
control protocol/internet protocol suite (TCP/IP) yang digunakan sebagai protokol
pertukaran paket dalam melayani miliaran pengguna yang terdapat di seluruh dunia.
Internet merupakan kependekan dari interconnected network. Internet juga dapat
diartikan sebagai jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan
jutaaan atau milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan
menggunakan tipe komunikasi misalnya telepon, satelit, dan sebagainya. Dan
internet adalah suatu media yang tepat yang dapat digunakan sebagai sarana

mengakomodasi perubahan yang dibutuhkan oleh pemerintah desa.



“Menurut berita yang dilansir oleh situs “kompas.com” menyebutkan
bahwa survie yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet
Indonesia (APJII) mengungkapkan lebih dari setengah penduduk Indonesia kini
telah terhubung ke internet. Survie yang dilakukan sepanjang tahun 2016
menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet. Adapun
total dari penduduk Indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang. Hal ini
mengindikasikan keaikan 51,8% dibandingkan pada tahun 2014 kemarin. Survei
yang dilakukan oleh (APJII) pada tahun 2014 hanya ada 88 juta pengguna internet”
(Yoga dan Rezka, 2016). Ini membuktikan bahwa media internet dapat diakses oleh
semua kalangan baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan oleh orang tua
dengan sangat mudah bahkan dengan alat yang paling sederhana yaitu
smarthphone. Begitu banyak kemudahan yang ditawarkan oleh internet, terutama
kemudahan dalam komunikasi, informasi, dan juga salah satu sarana bagi
pemerintah untuk meningkatkan transparansi keuangan yang ada pada pemerintah.

Internet Financial Reporting (IFR) merupakan suatu hal yang masih baru,
IFR baru-baru ini mulai berkembang pesat beriringan dengan kemajuan teknologi
informasi. ”Penyampaian informasi keuangan melalui internet (Internet Financial
Reporting yang disingkat menjadi IFR) merupakan cara yang murah dan efektif
(cost effective) bagi pemda untuk menyajikan informasi tentang pengelolaan
keuangan (Styles dan Tennyson, 2007), namun pemanfaatannya oleh pemerintah
daerah belum maksimal. Penelitian Muhammad (2012) menunjukkan bahwa
website pemda belum digunakan secara optimal dalam mengembangkan pelaporan

keuangan. Rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan pemda



terbukti lebih rendah daripada rata-rata indeks pengungkapan informasi non
keuangan (Muhammad, 2012). Selain belum maksimalnya pemanfaatan website
sebagai media pelaporan keuangan pemerintah, terdapat keberagaman dalam
ketersediaan dan keteraksesan komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD). Hal tersebut disebabkan belum adanya regulasi yang menjadi standar
dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Hal ini
sangat menarik untuk diteliti, namun sejauh ini masih sedikit penelitian yang
meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi dorongan pemerintah dalam
mengungkapkan informasi keuangannya. Penelitian yang ada masih terbatas pada
sektor privat” (Ikhlas Wau, Ratmono 2015).

Website merupakan salah satu komponen dari internet yang berisi
kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar, gerak,
dan suara atau gabungan semuanya yang membentuk suatu rangkaian yang saling
terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan link. Melalui website, desa
dapat menyajikan informasi terkait laporan keuangan desa secara lebih update.
Pelaporan keuangan yang terdiri dari laporan keungan dan non keuangan
merupakan sumber informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luas
khususnya bagi masyarakat desa setempat, selain itu pelaporan keungan dan non
keungan tersebut dapat digunakan pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan
pertanggung jawaban untuk membuat desa semakin maju. Desa dapat

mengungkapkan informasi apa pun dalam website.



Penelitian Andriani (2010) pada perusahaan LQ-45 yang ada di BEI
Mayoritas perusahaan sampel (95,6%) dalam penelitian ini memiliki Web site
tersendiri, perusahaan sampel yang memiliki website tidak mencantumkan kode
efek perusahaan dalam website mereka dan mayoritas (86,05%) memanfaatkan
homepage mereka untuk menginformasikan informasi keuangan terutama laporan
keuangan pokok yaitu neraca dan laba rugi. Styles dan Tennyson (dalam Medina,
2012) menyatakan bahwa internet adalah media yang mudah dijangkau oleh
masyarakat dan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk mempublikasikan
informasi keuangannya secara online. Penggunaan internet membuat publikasi
laporan keuangan menjadi lebih cepat dan mudah, sehingga dapat diakses oleh
siapa pun, kapan pun, dan di mana pun. Selanjutnya pada skripsi Prima (2014)
yang berobjek pada transparansi keuangan pada lembaga keuagan syariah yang
berbasis website mengungkapkan bahwa pada lembaga keungan syariah sebagian
besar masih belum mempunyai website sehingga banyak lembaga keuagan syariah
tidak memberikan informasi keuangan maupun non keuangan.

Provinsi Jawa Timur menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56
Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan disebutkan
sebagai salah satu dari sebanyak 34 Provinsi di Indonesia. Di provinsi ini terdapat
sebanyak 7.724 desa, 777 kelurahan, dan 664 kecamatan yang tersebar di 29
kabupaten dan 9 kota. Dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa Kabupaten
Lamongan dengan jumlah desa sebanyak 462 desa, 12 kelurahan dan 27 kecamatan
berada di Peringkat ke 1 atau merupakan Kabupaten Dengan Jumlah Desa

Terbanyak di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015. Diikuti pada Peringkat ke 2 yaitu



Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah desa sebanyak 419 desa, 11 kelurahan, dan
28 kecamatan. Pada Peringkat ke 3 yaitu Kabupaten Malang dengan jumlah desa
sebanyak 378 desa, 12 kelurahan, dan 33 kecamatan. Kabupaten Kediri berada di
Peringkat ke 4 dengan jumlah desa sebanyak 343 desa, 1 kelurahan, dan 26
kecamatan. Kabupaten Pasuruan berada di Peringkat 5 dengan jumlah desa
sebanyak 341 desa, 24 kelurahan, dan 24 kecamatan. Sedangkan Kota Batu di
Peringkat Ke 28 atau Terbawah merupakan satu-satunya Kota di Provinsi Jawa
Timur yang terdapat desa yaitu sebanyak 19 desa, 5 kelurahan, dan 3 kecamatan.
Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No.
32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa Desa sebagai
sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikannnya hak-hak istimewa, antara
lain terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala Desa
(Kades) serta proses pembangunan desa. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan
landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh
karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan

keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa atau ADD (berdasarkan PP No.72



tahun 2005), seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses
pencatatan akuntansi serta manajemen keuangannya sehingga besar harapan desa
dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal
pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan
anggaran.

Dari latar belakang teori dan kasus yang dijelaskan di atas peneliti
akhirnya dapat mengambil judul tentang “Transparansi Pelaporan Informasi
Keuangan dan Non Keuangan Dengan Internet Financial Reporting Berbasis

Website Pada Pemerintah Desa Di Jawa Timur”

1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana Transparansi Pelaporan Informasi Keuangan dan Non
Keuangan Dengan Internet Financial Reporting Berbasis Website Pada Pemerintah
Desa Di Jawa Timur.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui Transparansi Pelaporan Informasi Keuangan dan
Non Keuangan Dengan Internet Financial Reporting Berbasis Website Pada

Pemerintah Desa Di Jawa Timur.



1.3.2 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis
dan manfaat praktis
1. Manfaat Teoritis
Sebagai bahan referensi dan menambah wawasan tentang sejauh
mana transparansi yang ada pada pemerintahan, dan mengetahui tentang
pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah desa.
2. Manfaat Praktis
Menambah wawasan dan pengetahun penulis tentang sejauh
mana transparansi yang ada pada lembaga pemerintahan, dan mengetahui
tentang pelaporan keuangan di internet oleh pemerintah desa. Bagi
masyarakat isi dari website pemerintah desa, sehingga dapat memberikan
informasi lebih tentang desa tersebut.
1.4 Batasan Penelitian
1.  Laporan keuangan yang disajikan pada website pemerintah desa minimal
selama 2 tahun atau 2 periode sebelumnya (2016, 2015).
2. 3 kabupaten penerima ADD ( Alokasi Dana Desa) terbesar di jawa timur

dan desa yang sudah menggunakan website
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2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Peneliti (Tahun), Judul Variabel Hasil Penelitian
Penelitian
1 | Andriani (2010) Ketersediaan dan Bahwa mayoritas (86,05%)
Internet Sebagai Media penggunaan perusahaan memanfaatkan
Pelaporan Informasi Keuangan | hompage, homepage mereka untuk
Pada Perusahaan Lg-45 Di Bei | penggunaan menginformasikan informasi
homepage untuk keuangan terutama laporan
mengkomunikasikan | keuangan pokok yaitu neraca dan
informasi keuangan, | laba rugi. Itu membuktikan bahwa
keberadaan informasi | di Indonesia belum secara optimal
keuangan tambahan, | memanfaatkan website untuk
keberadaan informasi | mengungkapkan informasi
masa lalu dan
laporan interim,
keberadaan informasi
tambahan, fitur-fitur
internet
2 | Medina, Febri (2012) Pengaruh pendapatan | Bahwa ukuran pemerintah daerah,

Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Transparansi
Informasi Keuangan Pada Situs
Resmi Pemerintah Daerah
Indonesia

per-kapita terhadap
ketersediaan IKD
pada situs resmi
pemerintah,
pengaruh rasio
kemandirian
pemerintah

rasio kemandirian, dan
kompleksitas berpengaruh positif
terhadap ketersediaan informasi
keuangan pada situs resmi
pemerintah. Sedangkan pendapatan

10




Lanjutan Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

11

No Peneliti (Tahun), Judul Variabel Hasil Penelitian
Penelitian
terhadap perkapita berpengaruh negatife
ketersediaan IKD terhadap ketersediaan informasi
pada situs resmi keuangan pada situs resmi
pemerintah daerah, pemerintah.
pengaruh ukuran
(size) pemerintah
daerah terhadap
ketersediaan IKD
pada situs resmi
pemerintah
3 | Andira Prima (2014) Ketersediaan dan Bahwa sebagian besar lembaga
Pelaporan Informasi Keuangan | penggunaan website, | keuangan syariah tidak memiliki
Dan Non Keuangan Dengan penggunaan website | website sehingga banyak lembaga
Internet Financial Reporting untuk keuangan syariah yang tidak
Berbasis Website Pada mengkomunikasikan | memberikan informasi keuangan
Lembaga Keuangan Syariah informasi-informasi | maupun informasi non keuangan.
dari lembaga Didapatkan dari penelitian tersebut
keuangan syariah hanya ada 51 lembaga keuangan
syariah dari 130 data lembaga
keuangan syariah yang sudah
menggunakan website
4 | Jeckly Darma, Eka Ardhani Pendapatan asli Bahwa pendapatan asli daerah dan

Sisdyani (2014)

Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi Umum,
Dan Belanja Modal Pada
Kelengkapan Pengungkapan
Informasi Keuangan Daerah
Melalui

daerah, dana alokasi
umum, dan belanja
modal

belanja modal berpengaruh positif
dan signifikan terhadap
kelengkapan pengungkapan
informasi Keuangan daerah melalui
situs resmi pemerintah provinsi di
Indonesia




Lanjutan Tabel 2.1
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No

Peneliti (Tahun), Judul
Penelitian

Variabel

Hasil Penelitian

Situs Resmi Pemerintah
Provinsi

sedangkan dana alokasi umum
tidak berpengaruh terhadap
kelengkapan pengungkapan
informasi keuangan daerah melalui
situs resmi pemerintah provinsi di
Indonesia sedangkan dana alokasi
umum tidak berpengaruh terhadap
kelengkapan pengungkapan
informasi keuangan daerah melalui
situs resmi pemerintah provinsi di
Indonesia.

Suci Indah Hanifa, Sugeng
Praptoyo (2015)

Akuntabilitas Dan
Transparansi
Pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan Belanja Desa
(Apbdes)

Penerapan akuntansi
keuangan desa
kepatihan kecamatan
menganti kabupaten
gresik, manajemen
keuangan desa
kepatihan kecamatan
menganti kabupaten
gresik, hambatan-
hambatan yang
dihadapi dalam
pencatatan akuntansi
dan manajemen
keuangan desa
kepatihan, upaya
untuk mengatasi
hambatan

1. Proses pencatatan akuntansi di
Desa Kepatihan Kecamatan
MengantiKabupaten Gresik telah
dilaksanakan, tetapibelum
berjalan dengan baik dan belum
sesuai Undang-Undang No.6
tahun 2014 karena di Desa
Kepatihan pada proses pencatatan
akuntansi, setiap transaksi-
transaksi yang dilakukan hanya di
catat ke dalam buku kas harian
dan Desa Kepatihan belum
menyusun buku kas umum hal ini
disebabkan terbatasnya sumber
daya manusia




Lanjutan Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

13

No

Peneliti (Tahun), Judul
Penelitian

Variabel

Hasil Penelitian

hambatan dalam
pencatatan
akuntansi dan
pengelolaan
keuangan desa
kepatihan

yang berkompeten dalam bidang
akuntansi, sehingga pencatatan
akuntansi di Desa Kepatihan
belum berjalan secara maksimal.

. Sistem pencatatan penerimaan

dan pengeluaran kas
padaakuntabel dan transparan
yang dilihat dari pelaporan Desa
Kepatihan Kecamatan Menganti
Kabupaten Gresik belum
melakukan pemisahan pencatatan
antara sistem penerimaan kas dan
pengeluaran kas yang seharusnya
di catat ke dalam buku kas
pembantu perincian obyek
penerimaan dan buku kas
pembantu perincian obyek
pengeluaran

. Manajemen keuangan Desa

Kepatihan Kecamatan Menganti
Kabupaten Gresik sudah
menunjukkan pelaksanaan yang
pertangungjawaban Anggaran
Pendapatan Belanja Desa
(APBDesa), sehingga
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Lanjutan Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No

Peneliti (Tahun), Judul
Penelitian

Variabel

Hasil Penelitian

pengelolaan keuangan di gunakan
untuk meningkatkan pelayanan
dan upaya. pemberdayaan
masyarakat Desa Kepatihan
Kecamatan Menganti Kabupaten
Gresik.

Ikhlas Wau, Ratmono (2015)

Analisis Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Ketersediaan
Dan Keteraksesan Internet
Financial Reporting Oleh
Pemerintah Daerah

Pengaruh kompetisi
politik terhadap
tingkat ketersediaan
dan keteraksesan ifr
oleh pemda,
pengaruh ukuran
pemerintah daerah
terhadap tingkat
ketersediaan dan
keteraksesan ifr
oleh pemda,
pengaruh rasio
kemandirian
finansial terhadap
tingkat ketersediaan
dan keteraksesan ifr
oleh pemda,
pengaruh
pendapatan per
kapita masyarakat
terhadap tingkat
ketersediaan dan
keteraksesan ifr
oleh pemda,

. Bahwa dalam pengujian model |

yang menggunakan metode
regresi logistik ordinal bahwa
pendapatan per kapita dan opini
memiliki pengaruh terhadap
ketersediaan IFR oleh pemerintah
daerah, sedangkan kompetisi
politik, ukuran pemerintah daerah
dan kemandirian finansial pemda
tidak berpengaruh terhadap
ketersediaan IFR oleh pemerintah
daerah. Pendapatan per kapita
masyarakat yang tinggi dapat
meningkatkan produktivitas
masyarakat dan dorongan untuk
memperoleh informasi atas
pengelolaan sumber-sumber daya




Lanjutan Tabel 2.1
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No

Peneliti (Tahun), Judul

Penelitian

Variabel

Hasil Penelitian

pengaruh opini
audit bpk terhadap
tingkat ketersediaan
dan keteraksesan ifr
oleh pemda

2.

oleh pemerintah yang berasal dari
masyarakat.

Pengujian model Il dengan
menggunakan metode regresi
berganda menunjukkan bahwa
kemandirian finansial pemda
memiliki pengaruh terhadap
keteraksesan IFR pada website
pemerintah daerah, sedangkan
kompetisi politik, ukuran
pemerintah daerah, pendapatan
per kapita dan opini tidak
berpengaruh terhadap
keteraksesan IFR pada website
pemerintah daerah. Pemerintah
yang memiliki pendapatan daerah
yang tinggi menunjukkan kinerja
yang positif dalam
memaksimalkan potensi
daerahnya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah obyek

penelitian. Obyek penelitian ini adalah pemerintah desa. Persamaan dengan

penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan media internet berbasis

website untuk mengetahui transparansi yang ada pada pemerintah desa. Sehingga

dapat dibedakan lagi bahwa peneliti sekarang meneliti transparansi laporan

keungan dan non keuangan dengan internet berbasis website.
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2.2 Laporan Keuangan
2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah
organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil
proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi
keuangan terutama kepada pihak eksternal. “Laporan keuangan adalah laporan
yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak diluar perusahaan,
mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan” Soemarsono (2004: 34).
Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.l Paragraf ke 7
(Revisi 2012), “Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstuktur dari posisi
keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”
2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas
pelaporan dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan
untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan
dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi
efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah NO.
24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah).
2.2.3 Komponen Laporan Keuangan Desa

Pada akhir periode anggaran setiap tahunnya, kepala desa wajib membuat

atau menyusun Laporan Keuangan Desa. Laporan keuangan menurut Peraturan
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Mentri Dalam Negri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah terdiri atas:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemda yang menunjukkan
ketaatan terhadap APBD. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemda, yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu
periode pelaporan. Unsur-unsur yang harus disajikan dalam LRA sekurang-
kurangnya terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit,
pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintahan daerah
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pos-pos
dalam neraca sekurang-kurangnya meliputi kas dan setara kas, investasi
jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka
panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang,
dan ekuitas dana.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas
dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan,

pembiayaan, dan non anggaran.
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d. Catatan atas Laporan Keuangan
CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera
dalam LRA, neraca, dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam CaLK
adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti
kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya
Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia yang pada umumnya
dimiliki pemerintahan desa, pemerintah kemudian hanya menetapkan laporan wajib
yang sangatlah sederhana karena hanya berupa Laporan Realisasi Anggaran
(APBDesa) yang kemudian turut serta dilampirkan:
a) Buku Kas Umum
b) Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Penerimaan
c) Buku Kas Pembantu Perincian Obyek Pengeluaran
d) Buku Kas Harian Pembantu
e) Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja ADD
2.3 Transparansi
2.3.1 Pengertian Transparansi
Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
NO. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan
transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan

daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap
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orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil-hasil
yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan.
Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap
aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan
informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan
kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik ( Bapenas & Depdagri, 2002
dalam taufeni taufiq 2013).

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi
pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah
memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak
bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap
mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk
disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang
dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada
akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggungjawab kepada semua
stakeholders yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor
publik
2.3.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah
mengungapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak

yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip



20

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan
akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Mengatakan prinsip-
prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut (Krina
2003) :

a) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari

semua proses-proses pelayanan publik;

b) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang
berbagaikebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam
sektor public.
C) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi
maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.
2.4 Teori Keagenan

Hubungan keagenan muncul ketika satu pihak (principal) memberikan
wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain (agent) untuk melakukan
pengambilan keputusan. Teori keagenan sendiri muncul berdasarkan pemikiran
bahwa pemilik perusahaan (principal) dan manajer perusahaan (agent) memiliki
kepentingan yang berbeda (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam penelitian ini agen
adalah pemerintah yang memiliki otoritas atas suatu dearah (desa), sedangkan
prinsipal adalah masyarakat. Agen-agen (pemerintah desa) yang ditunjuk sebagai
delegasi dari pemilik (prinsipal/ masyarakat) ini adalah agen yang dipercaya untuk
mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Akan tetapi,
masyarakat tentunya tidak dapat mengawasi seluruh tindakan yang dilakukan atau

keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah selaku agen, sehingga dapat
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menimbulkan agen yang akan mengambil keputusan yang hanya menguntungkan
kesejahteraan mereka saja tanpa menghiraukan kepentingan dan kesejahteraan
masyarakat.

Secara tradisional, hubungan antara pemerintah dan warga telah dianggap
di bawah teori prisipal-agen (keagenan) yang telah digunakan secara luas dalam
administrasi publik untuk memeriksa masalah yang terkait dengan manajemen dan
administrasi di negara yang berlandaskan prinsip desentralisasi (Thompson, 1998).
Namun, permasalahan yang timbul dalam hubungan principal-agent secara inheren
terkait ketersediaan informasi yang diungkap oleh agent (Alvarez dan Hall, 2006).
Dengan demikian, di bawah principal-agent upaya teori telah dibuat untuk
mengidentifikasi insentif-insentif yang timbul pada beberapa pengungkapan di
sektor publik (Gang, 1988).

Masalah keagenan menimbulkan informasi asimetri antara pemerintah
selaku agen dan masyarakat sebagai principal. Akuntabilitas muncul sebagai
jawaban terhadap permasalahan information asymmetry Mohamad dkk. (2004)
dalam Mulyana (2006) dalam Mediana Febri (2012). Teori asimetri informasi
beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen
yang mempunyai akses langsung atas informasi yang dimiliknya dengan pihak
konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Bahwa kemampuan
bertahan suatu organisasi ditentukan oleh bagaimana menciptakan informasi yang
terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan

(stakeholders) Scott (1997) dalam Mediana Febri (2012).
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2.5 Konsep Dasar Sistem Informasi
2.5.1 Pengertian Sistem Informasi

Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling bekerjasama untuk
mencapai tujuan tertentu (Wing, 2006). Sistem berfungsi menerima input
(masukan), mengolah input, dan menghasilkan output (keluaran). Input dan output
berasal dari luar sistem, atau berasal dari lingkungan sistem itu berada. Oleh
karenanya system akan berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem yang mampu
berinteraksi dengan lingkungannya akan mampu bertahan lama, begitu pula
sebaliknya.

Sistem perlu adanya suatu masukan (input) ke dalam sistem dan
selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Melalui tahap proses yang merupakan
bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi
keluaran yang berguna. Didalam sistem informasi didalam sistem informasi, proses
dapat berupa suatu tindakan yang bermacam-macam, meringkas data, melakukan
perhitungan dan mengurutkan data merupakan beberapa contoh proses.

Hasil dari suatu proses adalah keluaran (output) yang merupakan hasil dari
pemrosesan. Sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan
laporan dan sebagainya. Dalam rangka menjamin sistem berjalan sesuai tujuan
perlu mekanisme pengendalian (control mechanism) dengan menggunakan umpan
balik (feedback), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk

mengendalikan baik masukan maupun proses.
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Sistem informasi sebagai sistem merupakan suatu pengumpulan data yang

teroganisir beserta tata cara penggunaannya yang mencakup lebih jauh dari pada

sekedar penvyajian.

Keberhasilan suatu sistem informasi yang diukur berdasarkan maksud

pembuatannya tergantung pada tiga faktor utama, yaitu keserasian dan mutu data,

pengorganisasian data dan tata cara penggunaan data.

2.5.2 Komponen-Komponen Sistem Informasi

Guna menjamin berjalannya suatu sistem informasi perlu didukung oleh

komponen-komponen sebagai berikut:

a)

b)

d)

Perangkat keras (hardware): mencakup piranti-piranti fisik seperti
komputer dan printer

Perangkat lunak (software) atau program: sekumpulan instruksi yang
memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.

Prosedur: sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan
data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki.

Orang: semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem
informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi.

Basis data (database): sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang
berkaitan dengan penyimpan data.

Jaringan komputer dan komunikasi data: sistem penghubung yang
memungkinkan sumber (resources) dipakai secara bersama atau diakses

oleh sejumlah pemakai.
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Pengembangan sistem informasi yang berbasis pelaporan tidak dapat
dilepaskan dari pemenuhan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem informasi itu
sendiri. Selanjutnya, dalam pemanfaatan teknologi dalam suatu sistem informasi,
sistem pelaporan yang dilakukan secara elektronik perlu memperhatikan sistem
pelaporan (reporting system) yang terkait sistem itu sendiri. Hal ini dikarenakan
kelancaran dan mutu data yang akan diolah sangat tergantung dengan kehandalan
sistem pelaporan tersebut.

2.5.3 Prinsip-Prinsip Sistem Informasi

Sistem pelaporan yang ideal diperlukan 6 (enam) prinsip utama yang harus
diperhatikan, yaitu:

a. Timely (tepat waktu)

Agar informasi dan data dapat digunakan secara maksimal, sistem
pelaporan harus meyakinkan penggunanya bahwa informasi dan data yang
diperlukan dapat disajikan secara cepat dan tepat waktu.

b. Accurate (keakuratan)

Informasi dan data yang dilaporkan harus bebas dari kesalahan dan
manipulasi.

c. Reasonable (tingkat kesulitan).

Pihak penerima laporan (regulator) harus mempertimbangkan tingkat
kesulitan yang dihadapi pihak pelapor dalam menggunakan mekanisme
yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sistem dan mekanisme pelaporan
jangan sampai menyulitkan pihak pelapor sehingga menghasilkan hasil

yang kontra produktif.
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d. Relevant (relevansi)

Data dan informasi yang disampaikan oleh pelapor dan kemudian
diolah oleh penerima laporan harus menghasilkan informasi yang benar-
benar dibutuhkan sebagaimana yang telah ditentukan.

e. Efficient (efisien)

Biaya yang diperlukan dalam rangka pengumpulan data dan informasi
harus proporsional dengan besarnya manfaat dan nilai informasi yang
dihasilkan.

f. Transforming (dapat diolah).

Data dan informasi yang diterima harus dapat diolah dan dianalisis
lebih lanjut dan mempermudah user (analis) untuk melakukan kajian lebih
lanjut. Hal ini dikarenakan banyak sistem pelaporan yang menghasilkan
data yang statis, tidak up-to-date, dan tidak dapat diolah kembali.

2.6  Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem adalah satu set komponen-komponen yang saling terhubung dan
bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan (O’brien, 2011). Sistem biasanya terdiri
dari beberapa subsistem yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang
penting untuk mendukung sistem yang lebih besar. Sistem informasi adalah suatu
kombinasi yang terorganisir terdiri dari orang, perangkat keras, perangkat lunak,
jaringan komunikasi dan sumber data serta alat kebijakan dan prosedur untuk
menyimpan, mengambil, mengubah dan menyebarkan informasi dalam sebuah
organisasi (O’brien,2011). Sistem informasi dimaksudkan untuk menyediakan

informasi kepada spesifik users (Wilkinson 2000) dalam Medina Febri 2012).
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Sedangkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD
adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah
yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi
bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi,
ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (http://www.depdagri.go.id).
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dengan daerah pasal 103 yang menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam
Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah data yang terbuka yang dapat diketahui,
diakses dan diperolen masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah dituntut
untuk membuka akses kepada masyarakat secara luas atas informasi keuangan yang
dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan informasi keuangan daerah
melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.
Pasal 101 menyebutkan tujuan pemerintah dalam rangka
menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional adalah:
a. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional
b. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional
c. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti dana perimbangan,
pinjaman daerah dan pengendalian defisit anggaran
d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan
desentralisasi daerah, dan defisit anggaran daerah
Untuk menindaklanjuti pelaksanaan dari UU Nomor 33 tahun 2004
pemerintah mengeluarkan PP Nomor 56 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Sistem

Informasi Keuangan Daerah. Dalam PP tersebut informasi keuangan daerah adalah
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informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang harus disampaikan oleh
pemerintah daerah dan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Informasi  keuangan vyang telah diolah dan
didokumentasikan haruslah dapat disajikan kepada masyarakat. Informasi tersebut
juga berguna sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi
keuangan daerah yang tertuang dalam PP Nomor 56 tahun 2005 pasal 4 pada
pelaksanaannya disampaikan oleh daerah kepada pemerintah mencakup:

a. APBD dan realisasi APBD provinsi, kabupaten dan kota

b. Neraca daerah

c. Laporan arus kas

d. Catatan atas laporan keuangan daerah

e. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan

f. Laporan keuangan perusahaan daerah, dan

g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah

Informasi keuangan tersebut harus disampaikan kepada menteri keuangan

dan menteri dalam negeri. Penyampaian informasi keuangan daerah dilakukan
secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya. Pemerintah daerah juga
berkewajiban untuk menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada
masyarakat. Sarana yang paling efisien dalam menyampaikan informasi keuangan
adalah dengan menggunakan internet sebagai media penyampaiannya. Pemerintah
daerah dapat menggunakan situs resminya sebagai media publikasi informasi

keuangan.
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2.7 Peran Internet Dalam Mengkomunikasikan Informasi Keuangan
Beberapa karakteristik internet sangat relevan untuk pelaporan keuangan.

Sebagai media komunikasi, internet mempengaruhi aspek komunikatif dari

pelaporan keuangan, seperti: akses, distribusi, interaksi, dan penyajian serta

presentasi

(Xiao et.al.: 2002).

a) Akses dan Distribusi semakin mudah dan global.

b) Fitur World Wide Web seperti hypertext, hyperlinks menyediakan potensi
untuk merubah cara penyajian laporan keuangan, informasi keuangan akan
dapat dihubungkan langsung dengan informasi non keuangan (Xiao et.al.:
2002).

c) Komunikasi informasi keuangan kepada stakeholder dapat dilakukan secara
interaktif.

2.8 Dampak Internet Terhadap Pelaporan Keuangan

Internet akan membawa perubahan besar dalam pelaporan keuangan
dalam: metode distribusi informasi, pendekatan untuk akses informasi, frekuensi
pelaporan, bahasa yang digunakan, maupun permasalahan politis dan sosiologis.

Pengaruh Internet terhadap Pelaporan Keuangan antara lain (Xiao et.al. : 2002) :

a. Meningkatkan Penyajian Informasi Kualitatif dan Non Keuangan.

Sesuai dengan penelitian, dalam industri yang intensif teknologi,
investor akan menilai lebih informasi non keuangan dan berusaha untuk
melakukan penyesuaian kembali atas laba yang dilaporkan (Amir & Lev:

1996 dalam Andriani 2010).
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. Meningkatkan Disclosure.

Peningkatan ekspektasi pengguna informasi keuangan dan permintaan
akan informasi spesifik individual akan mendorong perusahaan untuk
meningkatkan informasi yang disediakan.

Keberadaan Laporan Keuangan Tertulis (Tradisional).

Berkaitan dengan keberadaan laporan keuangan tradisional, para ahli
berpandangan bahwa laporan keuangan tradisional akan masih tetap ada dan
digunakan untuk memverifikasi akurasi dari informasi keuangan yang ada
di Internet (Xiao et.al. 2002).

. Dampak Terhadap Pengguna Informasi Keuangan.

Pengguna informasi keuangan di tempat yang jauh dan terpencil akan
sangat terbantu dengan.

Dampak Terhadap Peraturan dan Standar Akuntansi.

Internet akan meningkatkan kebutuhan akan standar dan peraturan
global. Internet akan semakin mendorong ke arah harmonisasi standar atau
penggunaan standar Internasional.

Dampak Terhadap Audit.

Internet akan mendorong timbulnya real-time pelaporan keuangan,

sehingga akan dibutuhkan sistem audit berkelanjutan yang dilakukan oleh

auditor.
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2.9 Analisis Pelaporan Keuangan Di Internet

Analisis dalam pelaporan keuangan di internet meliputi beberapa analisis

yaitu analisis isi, analisis ketepatan waktu, teknologi dan dukungan pengguna.

Berikut akan dibahas mengenai masing-masing analisis yang akan digunakan dalam

penelitian ini:

a) Indeks

b)

Indeks adalah suatu alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur
kualitas internet financial reporting dalam website perusahaan. Indeks
yang dikembangkan oleh Cheng et al (2000) (dalam emma, luciana 2013)
terdiri dari empat komponen, dari keempat komponen masing-masing
akan diberi bobot sebagai berikut Isi/content sebesar 40 persen,
ketepatwaktuan/timeliness sebesar 20 persen, Pemanfaatan teknologi 20
persen dan dukungan pengguna/user support sebesar 20 persen.

Analisis Isi (Content)

Analisis isi (Content) adalah suatu metodologi dalam ilmu-ilmu sosial
untuk mempelajari isi dari komunikasi. Studi yang mencatat komunikasi
manusia, seperti buku-buku, website, lukisan dan hukum. Hal ini paling
sering digunakan oleh para peneliti dalam ilmu-ilmu sosial untuk
menganalisis transkrip rekaman wawancara dengan peserta. Sejak tahun
1980-an, analisis isi telah menjadi alat yang semakin penting dalam
pengukuran keberhasilan dalam hubungan masyarakat (terutama

hubungan media) program dan penilaian media profil. (Earl Babbie 2002)
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Analisis isi dapat dikatakan sebagai elemen dari evaluasi media atau
analisis media. Analisis jenis ini, dilakukan dengan cara menganalisis
data-data yang ada dan biasanya dikombinasikan beberapa data yang ada
untuk ditarik kesimpulannya. Analisis ini dilakukan dengan melihat
kelengkapan isi dari tiap desa.

Kelengkapan Laporan Keuangan Pokok dinyatakan dengan
keberadaan informasi keuangan pokok, yaitu 1. Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), 2. Neraca, 3. Laporan Arus Kas, 4. Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK), atau: (a) Buku Kas Umum; (b) Buku Kas
PembantuPerincian Obyek Penerimaan; (c) Buku Kas Pembantu Perincian
Obyek Pengeluaran; (d) Buku Kas Harian Pembantu; (e) Laporan Realisasi
Penerimaan dan Belanja ADD.

Sementara itu tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan
informasi tentang posisi keuangan , kinerja, perubahan ekuitas dan arus
kas desa yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam
rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan
pertanggungjawaban (stewdership) pemerintah desa atas penggunaan
sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Sedangkan
Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia (IAl) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta



32

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan vyang disusun bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan
keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan
pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum
menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, tidak
diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. Laporan
keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen atau
pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan
kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau
pertanggungjawaban pemerintah desa berbuat demikian agar mereka dapat
membuat keputusan ekonomi.

Ketepatan Waktu (Timelines)

Ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan sangat penting terutama
bagi pemerintah desa dalam memberikan laporan pada websiten-ya. Agar
informasi dan data dapat digunakan secara maksimal, sistem pelaporan
harus meyakinkan penggunanya bahwa informasi dan data yang
diperlukan dapat disajikan secara cepat dan tepat waktu. Ketepatan waktu
dalam pelaporan keuangan dapat diartikan sebagai ketepatan dan
kekonsistenan dalam memberikan pelaporan keuangan pada website
pemerintah desa. Ketepatan waktu dapat dijelaskan dengan contoh sebagai

berikut: pemerintah desa selalu mengupdate laporan keuangan tepat pada
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tanggal tahun sebelumnya saat perusahaan mengupdate laporan keuangan.
Konsisten dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut; pemerintah
desa selalu melaporkan laporan keuangan sesuai dengan tahun
sebelumnya, sehingga Kketepatan waktu dan kekonsistenan dapat
memberikan kemudahan bagi para pengakses.

Teknologi (Technology)

Teknologi merupakan salah satu alat manajer untuk mengatasi
perubahan (Laudon dan Laudon, 2006: 14). Definisi Teknologi Informasi
secara lengkap dinyatakan oleh Martin et al. (2002: 1), yaitu teknologi
komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi
serta teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi.
Definisi teknologi informasi sangatlah luas dan mencakup semua bentuk
teknologi yang digunakan dalam  menangkap,  manipulasi,
mengkomunikasikan, menyajikan, dan menggunakan data yang akan
diubah menjadi informasi (Martinet al., 2002: 125). Lingkungan teknologi
memungkinkan pemerintah desa untuk memajukan kinerjanya. Teknologi
dan kinerja memiliki hubungan simbiosis.

Perkembangan Teknologi Informasi yang terjadi selama ini mencakup
perkembangan infrastruktur, yakni hardware, software, data, dan
komunikasi. Teknologi dalam penggunaan website dapat dinilai dengan
pemanfaatan yang ada pada homepage. Pemanfaatan teknologi dapat

menarik perhatian pengguna laporan keuangan atau yang lainnya dalam
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mengakses website pemerintah dea. Pemanfaatan ini merupakan aplikasi
macromedia flash yang terdapat gambar bergerak.
Dukungan Pengguna (User Support)

Beberapa perusahaan dapat memanfaatkan website dengan desain
tools dan format untuk membantu menganalisis dan menggunakan laporan
keuangan dalam berbisnis. Format atau bentuk pelaporan dimasukkan
pada website pemerintah desa dengan laporan tahunan yang dibuat dengan
kemudahan bagi para pengguna seperti:

1. Adanya tabel atau grafik yang menjelaskan isi pelaporan keuangan.

2. Adanya hiperlink yang menghubungkan bagian pelaporan dan
dokumen lain yang mendukung

3. Tampilan laporan ditampilkan secara multiple file format vyaitu
Portable Document Format (PDF) dan Hypertext Markup Language
(HTML).

Pemerintah desa juga dapat menampilkan aplikasi lain, seperti
streaming audio dan video pada website. Penampilan streaming audio dan
video pada website desa dapat memberikan gambaran tentang desa secara
jelas sehingga menarik masyarakat untuk lebih mengetahui seluk beluk
desa. Streaming audio dan video dapat diisi dengan beberapa presentasi
oleh desa seperti presentasi produk unggulan dari desa tersebut, wahana
rekreasi, dan lain sebagaiya.

Indeks website pemerintah desa akan semakin tinggi jika pemerintah

mengimplementasikan secara maksimal semua sarana dalam website
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pemerintah desa seperti beberapa media yaitu pencarian dan navigasi.

Analisis untuk pengguna atau user ini dilakukan untuk mengetahui

bagaimana kemudahan pengguna dalam mengakses website pemerintah

desa. Bagian yang dapat dinilai pada website ditinjau dari segi pengguna

(user) adalah seberapa mudah tampilan pada perusahaan untuk pengguna

yang dilihat dari keberadaan email, keberadaan fasilitas pencarian (search

engines).
2.10 Manfaat Internet untuk Masyarakat

Secara umum banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat
apabila mempunyai akses ke internet antara lain:

a) Informasi online untuk kehidupan pribadi meliputi info kesehatan,
rekreasi, hobby, pengembangan pribadi, rohani, sosial.

b) Informasi online untuk kehidupan profesional/pekerja meliputi infrmasi
sains, info teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis,
asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi.

Yang cukup menarik dari penggunaan internet adalah bisa berhubungan
dari belahan dunia manapun, sehingga jarak bukan menjadi masalah. Penggunaan
internet tidak mengenal akan batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor
faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Internet adalah
suatu komunitas dunia yang sifatnya sangat demokratis serta memiliki kode etik
yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui
kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu.

Untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sudah
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waktunya para profesional Indonesia memanfaatkan jaringan internet dan menjadi
bagian dari masyarakat informasi dunia.

Manfaat internet dalam kehidupan masyarakat antara lain:

a. Media mengeluarkan pendapat dan menulis.
Tidak semua orang yang bisa atau pandai untuk bicara menyampaikan
pendapat secara langsung. Dan juga ada beberapa orang yang memang
mempunyai kemampuan dan hobi untuk menulis. Dan internet dengan
sebuah blog misalnya bisa menjadi sarana yang bermanfaat bagi seseorang
untuk menyampaikan pendapat dan menyalurkan hobi menulis.

b. Untuk memperoleh informasi.
Banyak informasi yang bisa kita dapat khususnya bagi pelajar dan
masyarakat luas pada umumnya. Tentang kemajuan teknologi terkini
negara lain misalnya atau kemajuan komunikasi dan lainnya. Semua bisa
bermanfaat bagi masyarakat.

c. Untuk sarana bersosialisasi.
Bukan hal baru dan hampir semua lapisan masyarakat tahu akan
keberadaan jejaring social seperti Facebook atau Twitter dan lainnya.
Mengasikkan kadang sampai lupa waktu bila sudah tenggelam dalam
kegiatan selancar di Facebook dengan teman-teman. Dan lewat jejaring
social tersebut bisa menjadi ajang sosialisi juga mencari teman-teman baru
dengan segudang pengalaman dan wawasan serta ilmu pengetahuan baru

yang belum pernah didapat. Bahkan dari beberapa peristiwa, Kita bisa
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melacak keberadaan saudara atau teman lama yang sudah terpisah dan
kehilangan jejak sejak lama.
d. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

Internet bagi masyarakat yang terbanyak adalah untuk menambah

wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas, sangat luas. Tidak terbatas pada

buku, guru atau sekolah. Di internet seseorang bisa memperoleh semua

informasi yang diperlukan dengan cepat dan mudah, tanpa harus beranjak

dari tempat duduk di depan monitor. Keterbatasan waktu untuk membaca

buku bisa teratasi dengan solusi dari internet.
2.11 Internet Financial Reporting

Internet Financial Reporting adalah suatu cara yang dilakukan perusahaan
untuk mencantumkan laporan keuangannya melalui internet, yaitu melalui website
perusahaan. Dengan memberikan laporan melalui internet, perusahaan mampu
menyebarkan informasi secara lebih luas, lebih cepat dan lebih murah.
(Kusumawardani, 2011)

Penggunaan internet sebagai saluran penyajian dan pendistribusian
laporan keuangan membagi menjadi tiga tahapan (Kusumawardani, 2011):

a) Perusahaan menggunakan internet hanya sebagai saluran mendistribusikan
laporan keuangan yang telah dicetak dalam format digital, seperti file
dengan format pengolah kata atau portable data file (PDF).

b) Perusahaan menggunakan internet untuk menyajikan laporan keuangan

mereka dalam format web, yang memungkinkan mesin pencari mengindeks
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data-data tersebut sehingga mesin pencari dan pengguna dapat dengan
mudah menemukan informasi tersebut.

Perusahaan menggunakan internet tidak hanya sebagai saluran distribusi
laporan keuangan tetapi juga menyediakan cara yang lebih interaktif
sehingga pengguna tidak hanya dapat melihat laporan baku yang
dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi mereka juga dapat mengkostumisasi
sendiri informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut,
sehingga lebih bermanfaat bagi mereka tanpa harus mengeluarkan biaya
tambahan dan bahkan pengguna informasi pun dapat mengkonversi format
file atau cetakan yang mereka perlukan untuk pengambilan keputusan.

Berbagai format yang dapat digunakan dalam mempresentasikan laporan

keuangan melalui internet yakni (Hargyantoro 2010):

a)

b)

Portable Document Format (PDF)

Meru pakan sebuah format file yang dikembangkan oleh Adobe Corporation
untuk membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mewakili
dokumen yang asli. Semua elemen dalam dokumen asli disimpan sebagai
gambaran elektronik.

Hypertext Markup Language (HTML)

HTML merupakan standar yang biasa digunakan untuk mempresentasikan

informasi melalui internet.



d)

9)

h)

39

Graphics Interchange Format (GIF)

GIF adalah sebuah format file grafik, dengan meringkas mengenai
gambaran informasi tanpa mengurangi informasi tersebut, yang dapat
dibaca oleh kebanyakan pengguna.

Joint Photographic Expert Group

(JPEG) Sebuah format grafik yang digunakan untuk meringkas foto agar
mempunyai ukuran yang dapat digunakan dalam website.

Microsoft Excel Spreadsheet

Sebuah aplikasi komputer yang berupa spreadsheet dengan menyimpan,
memperlihatkan, dan memanipulasi data yang disusun dalam kolom dan
lajur.

Microsoft Word Microsoft

Merupakan aplikasi program komputer yang paling banyak digunakan
dalam Internet Financial Reporting (IFR).

Zip Files

Winzip adalah program windows yang menginjinkan para pengguna untuk
menyimpan dan meringkas dokumen informasi sehingga mereka dapat
menyimpan dan mendistribusikan informasi tersebut dengan lebih efisien.
Macromedia Flash Software

Merupakan standar untuk mengirim informasi dengan cepat.
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i) Real Network Real Player Software Format yang menggunakan efek
video
Macromedia Shockware Software Shockware merupakan bagian dari
multimedia player.

J) Macromedia Shockware Software Shockware
Merupakan bagian dari multimedia player.

Internet Financial Reporting memberikan berbagai keuntungan, yaitu
(Fitriana 2009):

a. Menawarkan solusi biaya rendah (bagi kedua belah pihak). Bagi investor,
memberikan kemudahan dalam mengakses informasi perusahaan.
Sedangkan bagi perusahaan, dapat mengurangi biaya untuk mencetak serta
mengirim informasi perusahaan kepada investor. Menawarkan ketepatan
waktu dalam penyebaran serta akses informasi sehingga informasi lebih
relevan karena tepat waktu.

b. Sebagai media komunikasi massa untuk laporan perusahaan. Informasi
dapat diakses oleh pengguna yang lebih luas daripada media komunikasi
yang lama. Tidak ada batasan wilayah sehingga dapat mengembangkan
jumlah investor potensial.

c. Menawarkan informasi keuangan dalam berbagai format yang memudahkan
dan bisa didownload. Adobe acrobat format dalam PDF biasanya
merupakan format yang paling umum digunakan (Pervan, 2006 dalam
Fitriana 2009 ). Selain itu format yang digunakan adalah HTML, Excel dan

XBRL.
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d. Memungkinkan pemakai berinteraksi dengan perusahaan untuk bertanya
atau memesan informasi tertentu dengan cara yang jauh lebih mudah dan
murah dibanding mengirim surat atau telepon ke perusahaan.

2.12 Manfaat Internet Financial Reporting (IFR).
Manfaat pelaporan keuangan menggunakan internet diantaranya adalah
sebagai berikut (suripto,2005):

a. Meningkatkan efisien biaya, karena menurunkan biaya produksi dan
distribusi yang berhubungan dengan laporan tahunan cetakan dan menekan
jumlah permintaan laporan keuangan yang bukan pemegang saham.

b. Memperbaiki akses pemakai terhadap informasi dengan: Fleksibilitas akses
yang tidak berurutan terhadap informasi dengan menggunakan hyperlink,

c. Menyediakan informasi lebih banyak dibanding yang tersedia dalam
laporan cetakan tahunan,

d. Menyediakan informasi realtime dan menyediakan informasi dalam cara
interaktif.

2.13 Keunggulan Internet Financial Reporting (IFR)
Beberapa keunggulan internet financial reporting, antara lain:

a) Adanya fasilitas yang memungkinkan pemakai untuk berinteraksi dengan
pemerintah desa untuk bertanya atau memesan informasi tertentu dengan
cara yang jauh lebih mudah dan murah dibanding mengirim surat atau
menelepon ke perusahaan.

b) Menyajikan informasi yang lebih terinci dibandingkan yang dimungkinkan

oleh laporan tahunan tradisional.
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c) Pelaporan keuangan menggunakan internet memungkinkan perusahaan
untuk meningkatkan pengungkapan keuangan yang tidak ringkas dan data
keuangan tambahan (misalnya penjualan mingguan atau kuartalan dalam
website). (Ashbaugh et all., 1999)

d) Menyediakan informasi terkini melalui pemeliharaan secara teratur
terhadap website (FASB,2000)

e) Meningkatkan relevansi informasi melalui peningkatan ketepatan waktu
penyajian laporan keuangan. (ashbaught et al., 1999 dalam
Kusumawardani)

2.14 Perspektif Islam

2.14.1 Tujuan Adanya Sistem Informasi Berdasarkan Perspektif Islam
Sistem informasi akuntansi ini, diharapkan dapat mengurangi kecurangan

yang ada didalam sebuah lembaga pemerintahan, sepertinya yang telah

diperintahkan didalam Al-Quran surat An-Nisaa’ (4: 29)

ol e 5 3aa &8 ) el 2K o800 50 1 RE el Gl @ g
(Y4) Lun ) &8 (R 4 &) &0l ) 18 Y 5 &
29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
[287] larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan

membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri,

Karena umat merupakan suatu kesatuan.
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29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2.14.2 Peranan Sistem Informasi Dalam Perspektif Islam

Islam mengemukakan dan memandu prinsip-prinsip, serta menentukan
satu perangkat aturan-aturan, karena semua aspek hidup manusia, termasuk
masalah keuangan dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, masyarakat Islam
mempunyai tantangan terbesar untuk mereformasi institusi keuangan mereka secara
sejalan dengan ajaran Islam.

sistem informasi (information system) adalah Sekumpulan komponen
yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem berfungsi
menerima dan diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada para
pengguna”. Berdasarkan pengertian tersebut, dimana didalam sistem informasi
akuntansi itu terdapat proses dan sistem yang harus dilakukan (Wing, 2006).

Proses melakukan pencatatan yang ada didalam akuntansi, Al-Qur’an telah
mengatur tentang pencatatan yang hingga saat ini dijadikan pedoman untuk
ekonomi Islam, yaitu Allah SWT menjelaskan dalam Al-Bagarah 282:

i ¥ 5 Jadly Gl s il 806 ana Jal L) oy 85 1) i Gl @i g
G A eV 5 455 A (5l (5 alle (o Jlaly ARG i Al L8 G ¢ Cuis
Jadly 8305 Ul 5 Jad 4 it ¥ 5 sl 5 i 3801 alle o3 (18 43
On G305 G 15203 A58 AR5 UK a1 (8 A0S ) e (g | 55200 5

Ssalay 5125 1y gl b Vs 0 AN Lhiad) S8R WA usi O sl
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STV 65 W 35 salglal 4 815 4 e Landl Q0 Al 1) 1508 51 ) a6 B
V5 il 13) 1 53¢l 5 U 5586 VI IS Al Gl 280 g8 5 5 B Huala Bl (K8
e o c R 2005 0 paTad s )5 28, 5 o AR08 ) Sl () 5 Mg W 5 a8 i)

@' AY :3‘)3..\5\3)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,
maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri
tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan
jujur.dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di
antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa,
maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang
itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya.yang demikian itu,
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat
kepadatidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika

mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak
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ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila
kamu berjual beli;dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika
kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan
pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha

mengetahui segala sesuatu.”

Adapun kandungan ayat tersebut terdapat prinsip dasar yang universal
dalam operasional yaitu:
a) Prinsip Pertanggungjawaban Prinsip

pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang tidak asing
lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan
konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi
manusia dengan sang khaliq mulai dari alam kandungan. manusia diciptakan oleh
Allah sebagai khalifah dimuka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk
menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah menjalankan
atau menunaikan amanah. Yang intinya banyak ayat Al-Qur’an yang menjelaskan
tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka
bumi. Dan jika diimplikasikan dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu
yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa
yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak terkait. Wujud

pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk pelaporan akuntansi.
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b) Prinsip Keadilan

Surat Al-Bagarah;282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan
transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai penting dalam etika
kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai inheren yang melekat
dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki
kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Konteks
akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Bagarah, secara
sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahan harus
dicatat dengan benar.
c) Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip
keadilan. Sebagai contoh misalnya, akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada
masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktifitas ini akan dapat dilakukan
dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat
menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-

transaksi ekonomi. Dalam surat An-Nisaa ayat 135:
O Cr A5 s sl e 515 b a0l Jalally Cpaal 581558 1 sk 5 G g
OB sl a5 5115505 G5 1515 1 (s el 1 gt D8 Lagy (A3 406 1 i 51 G 0%
(170) 13 {sheid Ly IS
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka

Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
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karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikkan (kata-
kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha
mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”
2.14.3 Dalil dalam Al-Qur’an

Didalam perspektif Islam transparansi dalam hal keuangan sangat
diperlukan untuk mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi
yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan
kecurangan, karena data- data tersebut merupakan kesaksian, sebagaimana firman
Allah SWT:
“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu
bersama orang-orang yang benar."

Islam melarang seorang muslim untuk melakukan penipuan karena hal ini

dapat menyebabkan kerugian pada pelanggan. Secara tegas Allah SWT berfirman
dalam QOS.4sy Syura’ ayat 181-183.

| A Y 50V AY) i) (Il 15335 (VA )G el e ) 55685 Y 5 ORI 1583

(VAT Cpands (5N 8 158 Y 5 ahs sl ull

181. sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang

merugikan; 182. dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 183. dan janganlah

kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di

muka bumi dengan membuat kerusakan.
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2.15 Kerangka Befikir

Digambarkan di dalam diagram dibawah ini

Gambar 2.1
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METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut
terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan,
dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri
keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan
penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau
oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati
oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-
cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian
itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. (Sugiyono, 2012)
3.1  Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif
dinamakan sebagai metode baru, Karena popularitasnya belum lama, dinamakan
metode postpositivistik Karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode
ini disebut juga sebagai metode artistic, Karena proses penelitian lebih bersifat seni
(kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive Karena data hasil
penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan
dilapangan. (Sugiyono, 2012)

Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif. Menurut

metode deskriptif menjelaskan bahwa suatu metode dengan melakukan suatu
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penelitian yang mengemukakan keadaan sebenarnya yang ada di perusahaan,
kemudian hasil dari penelitian yang diperoleh itu dilakukan suatu analisa untuk
memperoleh gambaran mengenai masalah yang ada.
3.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah desa yang berada di provinsi jawa timur. Pada
obyek penelitian ini nanti akan dibatasi 3 penerima dana ADD (alokasi dana desa)
terbesar di jawa timur. Peneliti akan menyajikan tabel dengan dana ADD dimasing-

masing kabupaten/kota di jawa timur.

Tabel 3.1
Dana ADD
Nama Alokasi

No Kabupaten/Kota (Dalam Rupiah) RIS
1 | Kab. Bangkalan 79.115.023.000 13
2 | Kab. Banyuwangi 59.888.614.000 21
3 | Kab. Blitar 62.103.692.000 18
4 | Kab. Bojonegoro 116.539.758.000 2
5 | Kab. Bondowoso 60.687.619.000 20
6 | Kab. Gresik 91.691.495.000 8
7 | Kab. Jember 71.400.973.000 16
8 | Kab. Jombang 85.437.433.000 11
9 | Kab. Kediri 97.418.474.000 4
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Lanjutan Tabel 3.1

Dana ADD
No Nama Alokasi _ Rank
Kabupaten/Kota (Dalam Rupiah)
10 | Kab. Lamongan 127.056.805.000 1
11 | Kab. Lumajang 57.562.288.000 23
12 | Kab. Madiun 55.287.810.000 25
13 | Kab. Magetan 56.708.716.000 24
14 | Kab. Malang 109.423.772.000 3
15 | Kab. Mojokerto 82.636.892.000 12
16 | Kab. Nganjuk 75.231.367.000 15
17 | Kab. Ngawi 61.959.247.000 19
18 | Kab. Pacitan 46.754.834.000 27
19 | Kab. Pamekasan 54.023.090.000 26
20 | Kab. Pasuruan 96.110.603.000 5
21 | Kab. Ponorogo 78.829.344.000 14
22 | Kab. Probolinggo 94.777.663.000 7
23 | Kab. Sampang 58.384.564.000 22
24 | Kab. Sidoarjo 91.414.871.000 9
25 | Kab. Situbondo 38.962.693.000 29
26 | Kab. Sumenep 94.880.517.000 6
27 | Kab. Trenggalek 44.080.846.000 28
28 | Kab. Tuban 88.124.523.000 10
29 | Kab. Tulungagung 71.037.288.000 17
30 | Kota Batu 6.484.041.000 30
Jumlah 2.214.014.855.000

3.3 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data primer dan
sekunder. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data (Sugiyono, 2012). Sumber data primer merupakan sumber data
penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data sekunder, yaitu
sumber data penelitian yang diperoleh dokumen-dokumen yang telah ada. Alasan
penggunaan data sekunder antara lain:

a) lebih mudah diperoleh jika dibandingkan dengan data primer,
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b)

b)
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tidak memakan banyak biaya dan waktu. Data sekunder yang digunakan

dalam penelitian ini adalah informasi keuangan dan non keuangan yang

terdapat d